
           SALINAN 

 

BUPATI MAMASA 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI MAMASA 

NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 

SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAMASA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang 

Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan, 

penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan 

Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan 

peraturan bupati/wali kota; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan 

Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 

Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 



  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 



  11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6206); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139); 

  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum 

Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832); 



  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang 

Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 46); 

  19. Peraturan  Daerah  Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa 

Tahun 2016 Nomor 161); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa 

Tahun 2019 Nomor 6); 

  21. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 37 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 

2018 Nomor 37). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN 

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN 

TAHUN ANGGARAN 2020. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamasa. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Mamasa. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten 

Mamasa yang dipimpin oleh Camat. 

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai 

perangkat Kecamatan. 



7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah 

sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 

suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya 

manusia, barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke 

semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

bentuk barang/jasa. 

8. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya 

disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan 

dari pemerintah pusat bagi Kelurahan di Daerah 

Kabupaten untuk kegiatan pembangunan sarana dan 

prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan. 

9. Dana Kelurahan adalah dana yang bersumber dari APBD 

Kabupaten Mamasa dan DAU Tambahan. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

yang dianggarkan dalam APBD; 

b. Rincian Pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 

Kelurahan setiap Kelurahan; dan 

c. Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan 

Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan 

 

 

 



BAB III 

BESARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN 

PENDANAAN KELURAHAN 

Pasal  3 

Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 

sebesar : Rp. 4.981.145.607,9 (empat milyar sembilan 

ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh lima 

ribu enam ratus tujuh rupiah) berdasarkan Lampiran 

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2020. 

BAB IV 

RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN 

PENDANAAN KELURAHAN 

Pasal 4 

(1) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 

Kelurahan dihitung berdasarkan jumlah kelurahan yang 

ada di Kabupaten Mamasa dikalikan dengan besaran 

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per 

Kelurahan sesuai dengan kategori daerah yang telah 

ditetapkan. 

(2) Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas : 

a. baik; 

b. perlu ditingkatkan; dan 

c. sangat perlu ditingkatkan. 

(3) Kabupaten Mamasa terdiri atas 13 (tiga belas) kelurahan 

dengan kategori sangat perlu ditingkatkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana 

Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020. 

 

 



Pasal  5 

Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per 

Kelurahan di Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum 

dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

BAB  V 

MEKANISME PENGALOKASI DAU TAMBAHAN BANTUAN 

PENDANAAN KELURAHAN 

Pasal  6 

(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap 

Kelurahan dialokasikan secara merata kepada seluruh 

Kelurahan. 

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimasukan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian 

anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Bupati ini, 

ketentuan mengenai Bantuan Pendanaan Kelurahan 

dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa. 



        Ditetapkan di Mamasa 

        pada tanggal, 15 Mei 2020 

        BUPATI MAMASA, 

ttd. 

        RAMLAN BADAWI 

Diundangkan di Mamasa 

Pada tanggal, 15 Mei 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, 

       ttd. 

ARDIANSYAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020 NOMOR 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  : Peraturan Bupati Mamasa     SALINAN 

Nomor : 11 Tahun 2020 

Tanggal : 15 Mei 2020 

RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 

SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 

         (Dalam Rupiah) 

No. Nama Kelurahan DAU Tambahan 

1. Kelurahan Mamasa 382.088.281,80 

2. Kelurahan Mambi 391.741.842,12 

3. Kelurahan Talipukki 384.202.569,60 

4. Kelurahan Aralle 389.177.581,50 

5. Kelurahan Pana 381.841.101,47 

6. Kelurahan Tabulahan 381.835.522,22 

7. Kelurahan Sumarorong 381.839.424,00 

8. Kelurahan Tabone 381.839.424,00 

9. Kelurahan Messawa 382.014.375,00 

10. Kelurahan Tandukkalua 381.829.620,10 

11. Kelurahan Tabang 381.798.429,00 

12. Kelurahan Nosu 382.093.159,00 

13. Kelurahan Tawalian 378.844.278,12 

Jumlah 4.981.145.607,93 

 

BUPATI MAMASA, 

  ttd. 

         RAMLAN BADAWI 


